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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang salah satu problem dalam 

pembagian harta warisan ketika terjadi kelebihan harta setelah semua ahli 

waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam di 

Indonesia yang diterapkan dalam suatu lembaga Peradilan Agama merujuk 

pada Kompilasi Hukum Islam maupun fikih klasik, adapun sumber materil 

yang memuat permasalahan radd hanya tercantum pada pasal 193 KHI. 

Penelitian ini berangkat dari tidak jelasnya konsep radd yang tertulis pada 

pasal tersebut mengenai hak suami atau istri atas radd serta 

implementasinya dalam perhitungan pembagian harta warisan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkap macam penafsiran hakim atas radd yang 

terdapat dalam KHI pasal 193, preferensi penafsiran hakim, serta nilai 

keadilan dalam penafsiran hakim. Adapun responden dalam penelitian ini 

adalah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. 

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif-yuridis-sosiologis dengan KHI pasal 

193 sebagai objek kajiannya, serta teori penemuan hukum atau interpretasi 

hukum dan teori keadilan untuk menganalisa pendapat para hakim. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

didukung oleh penelitian pustaka (library research) dengan data primer 

hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah buku-buku serta 

beberapa karya ilmiah berupa jurnal maupun artikel yang memiliki 

kesamaan objek kajian.  

Penelitian ini mengungkap bahwa secara keseluruhan, penafsiran 

responden atas pasal tersebut didominasi oleh pemikiran fikih klasik. 

Namun pada permasalahan status suami dan istri, penafsiran responden 

dominan menunjukkan kecendrungan peralihan dari pendapat jumhur 

kepada pendapat minoritas. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor ketika 

menafsirkan, seperti penafsiran sosiologis dimana responden 

memunculkan nilai keadilan melalui penalaran konsep keluarga modern 

(nuclear family). mereka berpendapat bahwa pasangan memiliki jasa yang 

besar terhadap pewaris dan hal tersebut tidak dapat dinafikan. Penafsiran 

gramatikal menghasilkan pendapat bahwa pasangan berhak atas radd 

kerana tidak ada pengecualian atas pasangan dalam pasal 193. Penafsiran 

analogis sebagaimana telah dilakukan Usman ibn Affan juga muncul 

dalam menemukan persamaan antara konsep „aul dan radd. Satu 

responden menggunakan penafsiran historis berdasarkan ijmak ulama 

bahwa suami dan istri tidak berhak atas radd. Preferansi hakim dalam 

menafsirkan pasal tersebut didominasi oleh doktrin fikih klasik 

berdasarkan 3 faktor: secara historis, terdapat aturan mengenai 

penggunaan fikih klasik sebelum munculnya KHI, tidak kuatnya status 
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KHI dalam sistem perundang-undangan, serta kalimat pasal 193 yang 

multi-tafsir. Semua pendapat para presponden pada dasarnya mengandung 

nilai keadilan. Namun penulis melihat bahwa tidak diberikannya radd 

kepada pasangan lebih mewakili konsep keadilan, dengan pertimbangan 

bahwa pasangan berkesempatan untuk mendapat gono-gini sebelumnya 

dibaginya harta warisan. 

 

Kata kunci: Waris, Islam, Radd.  
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MOTTO 

 يٍ نى يرق ذل انتعهى ظبعة تجسع ذل انجٓم طٕل حيبتّ

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya: 

Bapak dan Ibu 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ت

 ṡa‟ ṡ ث
s (dengan titik di 

atas) 

 Jīm J Je ج

 Hâ‟ ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż ذ
Z (dengan titik di 

atas) 

 Ra‟ R Er ز

 Za‟ Z Zet ش

 Sīn S Es ض

 Syīn Sy Es dan ye غ

 Sâd ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 
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 Tâ‟ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ‟ ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 „ Aīn„ ع
Koma terbalik ke 

atas 

 Gaīn G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L „el ل

 Mīm M „em و

ٌ Nūn N „en 

ٔ Wāwu W W 

ِ Ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

٘ Ya‟ Y Ye 

 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دَة  Ditulis يُتعََدِّ
Muta’addidah 

 Ditulis عِدَّة
‘iddah 

 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 
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ة ًَ  Ditulis حِكْ
ḥikmah 

 Ditulis جِصْيةَ
Jizyah 

 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al‟ serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

نيِبَء ْٔ  ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَسَايَةُ الَْْ

 

3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis شَكَبةُ انْفطِْسِ 
Zakāt al-fiṭr 

 

D. Vokal Pendek 

 ََ  
fatḥaḥ 

Ditulis 
A 

 َِ  
Kasrah 

Ditulis 
I 

ُ_ 
ḍammah 

Ditulis 
U 

 

E. Vokal Panjang 

1 
fatḥaḥ+alif 

ِْهيَِّة  جَب
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

ُْعَٗ  تَ
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

 كَسِيْى
Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 فسُُٔض
Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 
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F. VokalRangkap 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بيَُْكَُىْ 
Ditulis 

Ditulis 

Ai  

bainakum 

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

ل ْٕ  قَ
Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof („). 

َْتىُ 1  Ditulis أأََ
a’antum 

ٍْ شَكَسْتىُْ  2  Ditulis نئَِ
La’insyakartum 

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis أنَْقسُْآٌ
Al-Qur’ān 

 Ditulis آنْقيِبَض
Al-Qiyās 

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

بءَ ًَ  Ditulis انَعَّ
as-Samā 

ًْط  Ditulis انَشَّ
asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 
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ْٔض ِٖٔ انْفسُُ  Ditulis ذَ
Żawȋ al-furūḍ 

َُّة ْْمِ انعُّ  Ditulis أَ
ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, 

mazhab, syariat. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negera yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, 

misalnya Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum kewarisan Islam
1
 merupakan salah satu cabang dari 

keilmuan Islam yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian, 

selain karena hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian hukum 

yang sudah diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam sumber 

hukum Islam (Q.S. 4: 11, 12, 176), hukum waris Islam merupakan satu-

satunya hukum Islam yang memiliki imunitas paling kuat terhadap 

pengaruh modernisasi jika dibandingkan dengan beberapa hukum Islam 

lainnya.
2
 Selain dua alasan diatas, terdapat sebuah riwayat dari Abu 

Hurairoh yang turut berperan untuk memberikan kesan bahwa ilmu farāiḍ 

memang layak untuk terus digali sebagai sebuah objek kajian hukum 

Islam. 

عن أبي هريرة قال: قال رسىل الله: يا أبا هريرة تعلمىا الفرائض و علىمها فانه 

3أمتي. نصف العلم وهى ينسي وهى أول شيء ينزع من
   

                                                           
1
 Dalam diskursus kajian keislaman, hukum kewarisan Islam dikenal dengan 

sebutan „ilm al-farāiḍ dan „ilm al-mawāriṡ. Istilah pertama merujuk pada eksistensi 

kewarisan dan mengacu pada format saham/bagian ahli waris yang diterangkan oleh naṣ, 

yaitu: setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, dan sepertiga. 

Sedangkan istilah kedua mengacu pada sebab kewarisan yaitu adanya unsur pertalian 

darah atau kekerabatan, adanya ikatan perkawinan, serta perwalian. A. Kadir, Kunci 

Memahami Ilmu Faraidh, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002), hlm. 60. 

2
 Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Waris Islam di Negara-Negara 

Muslim, dalam jurnal Asy-Syir‟ah, vol. 48, no. 1, Juni, 2014, hlm.35. 

3
 hadiṡ ini diriwayatkan oleh ibn Mājah, dār Quţnī, al-Hākim, dan al-Baiḥaqi. 

Sedangkan Albani menganggap bahwa Hadiṡ ini ḍa‟if. www.feqhweb.com diakses pada 

tanggal 15 Januari 2019. 

http://www.feqhweb.com/
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Ayat-ayat mengenai kewarisan muncul berkaitan dengan tradisi 

bangsa Arab yang memberikan harta warisan hanya kepada mereka yang 

sanggup berperang, dengan begitu, baik janda maupun anak kandung yang 

belum bisa berperang kemudian tidak mendapatkan hak atas harta 

peninggalan orangtuanya. Salah satu riwayat mengatakan bahwa ayat-ayat 

tentang kewarisan turun ketika seorang sahabat bernama Abdurrahman 

meninggal dan meninggalkan istri bernama Ummu Kuhhah beserta 5 

orang anak perempuan, harta peninggalan Abdurrahman kemudian 

diambil oleh para saudara Abdurrahman sebagaimana tradisi yang berlaku. 

Ketika Ummu kuhhah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, 

turunlah surat al-Nisa ayat 11 yang menerangkan bagian anak perempuan 

dan ayat 12 yang menerangkan bagian janda.
4
 

Dalam penelitiannya, David S. Power menununjukkan bahwa 

hukum kewarisan yang berlaku pada zaman Rasulullah adalah hukum 

waris purwa Islam yang memiliki corak kewarisan testamentair. Pada 

perkembangannya, komunitas Muslim mulai melakukan perubahan sistem 

hukum waris farḍ-farḍ menggeser sistem waris purwa Islam yang 

bercorak Testamentair menjadi kewarisan yang bercorak ab intestato.
5
 

Pendapat ini dibuktikan dengan melihat sejarah digalakkannya formulasi 

hukum kewarisan Islam pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah. 

Pada masa khulafā ar-rasyidūn lah muncul beberapa permasalahan waris 

                                                           
4
 Muhammad Ali Sais, Tafsīr Ayāt al-Aḥkām, cet. Ke 6, (Damaskus: Dār Ibn 

Kaṡīr, 2009), I:389. 

5
 Kewarisan purwa-Islam merupakan istilah yang digunakan oleh David S. 

Power untuk menyebutkan sistem kewarisan yang berlaku pada zaman Rasulullah 

sebelum ilmu kewarisan menjadi sistem yang baku. Kewarisan testamentair merupakan 

kewarisan yang dilaksanakan berdasarkan wasiat dari pewaris sebelum meninggal, 

sedangkan kewarisan ab intestato adalah sistem kewarisan yang sudah memiliki bagian 

tersendiri untuk ahli waris. lihat David S. Power,  Peralihan Kekayaan dan Politik 

Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris”,  (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm.259. 
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khususnya perhitungan pembagian harta atas ahli waris yang menuntut 

para sahabat melakukan ijtihad sesuai kondisi sosial-ekonomi yang 

berkembang. Contoh permasalahan yang muncul ketika itu adalah 

Umariyatain, „aul, dan radd.
6
  

Dalam persoalan radd terdapat dua pendapat, pendapat pertama 

menerima konsep radd dan pendapat kedua menolak konsep tersebut. Para 

sahabat yang menerima konsep radd kemudian berbeda pendapat 

mengenai apakah janda atau duda berhak atas sisa harta warisan tersebut. 

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa sisa harta pembagian kewarisan 

dibagi kepada ahli waris selain janda/duda sesuai dengan pembagian besar 

dan kecilnya bagian ahli waris, pendapat ini diikuti oleh sebagian besar 

ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Usman bin Affan berpendapat bahwa 

baik janda/duda juga berhak mendapat pengembalian sisa pembagian harta 

warisan dengan alasan bahwa mereka juga bertanggungjawab atas 

kekurangan harta ketika terjadi „aul. Selain itu, baik suami maupun istri 

memiliki peran yang besar dalam mencari nafkah yang kemudian akan 

menjadi harta warisan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. 

Pendapat Usman ini kemudian diadopsi dalam sistem kewarisan Mesir dan 

Tunisia karena dianggap lebih sesuai dengan konteks kehidupan saat ini. 

                                                           
6
 Masalah umariyatain muncul ketika masa khalifah Umar bin Khattab, ketika 

itu ada seorang janda ditinggal mati oleh suaminya tanpa meninggalkan seorang anak 

namun masih memiliki ibu dan bapak. Dalam kasus perhitungan sederhana, maka istri 

mendapat ½, ibu 1/3 daan ayah mendapat hak waris ashabah. Namun Umar melihat 

keganjilan ketika harta seorang ibu  lebih besar dari hak ayah. Maka kemudia Umar 

menyelesaikan masalah tersebut dengan membagi bagian ibu dan bapak sesudah harta 

warisan dikurangi ½ bagian istri, maka didapatlah perbandingan sesuai dengan konsep 

2;1, dimana si ibu mendapat 1/3 dari sisa harta warisan, dan ayah mendapat 2/3 nya. Aul 

adalah kejadian dimana jumlah saham kewarisan lebih besar dari pokok masalah, 

penyelesaiannya yaitu dengan menaikkan pokok masalah sesuai dengan jumlah saham. 

Sedangkan radd adalah kejadian dimana terdapat sisa harta kewarisan setelah pembagian 

kepada ahli waris furudh dikarenakan tidak ada ahli waris ashabah. David S. Power,  

Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris”, hlm. 71-83 
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Pendapat kedua adalah Zaid bin Tsabit yang beranggapan bahwa ahli 

waris yang sudah tertera di dalam nash tidak dapat menerima lebih dari 

bagian yang sudah ditentukan, dalam arti lain mereka yang sudah 

menerima haknya tidak dapat menerima pengembalian sisa harta warisan. 

Jika terdapat sisa pembagian kewarisan, maka harta itu harus diserahkan 

kepada bait al-māl. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh ulama Syafi‟iyah 

dan Malikiyah.
7
 

Berbicara masalah kewarisan di Indonesia, maka Kompilasi 

Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) merupakan salah satu hukum 

materil yang dapat dijadikan rujukan serta objek penelitian. Negara 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia 

merupakan hal yang unik dan menarik, fenomena ini kemudian 

menimbulkan sebuah dialektika antara hukum Islam yang harus dianut 

oleh umat, disamping hukum negara yang harus dipatuhi oleh masyarakat 

Indonesia. Dengan demikian hukum yang hidup ditengah masyarakat 

menjadi tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan serta tidak bebas 

kekuasaan. Jika melihat Indonesia sebagai negara hukum yang menganut 

aliran positivisme-yuridis, berarti hukum yang diakui oleh negara 

hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara dalam bentuk 

undang-undang.
8
 

KHI merupakan sebuah ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para 

ulama dan cendikiawan muslim pada masa orde baru, yang dalam proses 

pembentukannya melibatkan campur tangan pemerintah saat itu, maka 

                                                           
7
 Ahmad azhar Basyir, Hukum Waris Islam, edisi ke IX, (Yogyakarta: FEUII, 

1990), hlm. 20. 

8
 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal 

Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, cet. Ke1, (Jawa 

Barat: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), Hlm. 4. 
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tidak berlebihan jika kemudian Marzuki Wahid menyebutnya sebagai 

produk politik orde baru. Kenyataan ini menurut Marzuki, secara tidak 

langsung menguatkan teori receptie-nya Snouck Hurgronje yaitu hukum 

Islam tidak sepenuhnya dapat berlaku kecuali hukum itu seuai dengan adat 

dan budaya warga setempat, dalam hal ini bahwa berlakunya hukum Islam 

harus melalui legislasi negara.
9
  

Perumusan KHI sebagai wadah melaksanakan hukum Islam di 

Indonesia secara legal merupakan gagasan yang sudah timbul di kalangan 

MA dan Depag RI bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan. 

Akan tetapi bila kemunculan KHI dipandang sebagai suatu model fikih 

yang bercorak Indonesia, maka gagasan ini sebenarnya sudah muncul jauh 

ketika ide-ide serta gagasan tentang pembaharuan hukum Islam 

dilontarkan oleh Hazairin maupun TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.
10

 Instrumen 

hukum yang digunakan sebagai justifikasi pemberlakuan KHI di Indonesia 

adalah inpres No. 1 Tahun 1991, inpres ini menunjukkan bahwa KHI tidak 

mengikat masyarakat secara imperatif, namun ketentuannya  lebih bersifat 

fakultatif, dimana setiap pihak dapat menjalankannya dan dapat pula 

meninggalkannya sesuai kebutuhan dan keperluannya.
11

 

Penelitian ini berangkat dari sebuah dilema penafsiran yang 

terjadi atas konsep radd yang berlaku di Indonesia dalam KHI pasal 193. 

Beberapa penelitian yang tersebar baik dalam buku maupun karya ilmiah 

menyatakan bahwa istri maupun suami berhak mendapatkan bagian dari 

                                                           
9
 Ibid., Hlm. 15. 

10
 Ibid., Hlm.  111. 

11
 Ibid., Hlm. 136. 
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sisa harta warisan dengan alasan bahwa KHI pasal 193 tidak secara 

spesifik memuat pengecualian atas suami dan istri untuk mendapatkan 

radd. KHI pasal 193 dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada 

pengecualian bagi suami maupun istri untuk mendapatkan harta radd 

tersebut.
12

 

“apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris 

Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil 

dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, 

maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, 

yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya 

dibagi berimbang di antara mereka.” 

Pendapat para akademisi ini berbanding jauh dengan pendapat 

para hakim tinggi PTA. Makassar, yang dalam putusannya No. 

04/Pdt.G/2008/PTA Mks
13

, para hakim tinggi tidak memberikan sisa harta 

warisan radd kepada janda, karena semua sisa perhitungan warisan 

diberikan kepada 3 perempuan bersaudara. Selain itu, ada juga putusan 

Pengadilan agama Ambarawa nomor: 632/Pdt.G/2007/PA.Amb
14

. yang 

memberikan radd hanya kepada 2 anak perempuan diantara ahli waris 

yang terdiri dari janda dan 2 anak perempuan. Dengan kata lain PA 

Ambarawa tidak memberikan istri sisa harta warisan radd sama sekali.  

Sampai disini penulis dapat mengambil sebuah simpulan 

mendasar mengenai konsep dasar radd khusus hak suami dan istri menurut 

fikih klasik dan KHI. Jika dalam wacana fikih klasik terdapat tiga 

                                                           
12

 Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi 

Hukum Islam Dan Fiqh Sunni, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, tt.), hlm. 123. 

13
 pta-makassarkota.go.id diakses pada tanggal 15 januari 2019. 

14
 putusan.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 15 Januari 2019 
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alternatif dalam membagi sisa harta warisan, yaitu: memberikannya pada 

bait al-māl; memberikannya pada ahli waris selain suami dan istri; atau 

menjadikan suami dan istri sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas 

radd. Maka, dalam konsep KHI hanya terdapat dua opsi penafsiran, 

karena KHI sama sekali tidak menyebutkan bait al-māl sebagai alternatif 

dalam radd. 

Problem penafsiran KHI tidak hanya sampai status suami dan 

istri atas radd saja. Dalam klausul pasal selanjutnya disebutkan “sedang 

sisanya dibagi berimbang diantara mereka”, dalam proses penafsiran 

gramatikal, suatu kata atau kalimat dapat ditafsirkan bermacam-macam 

sesuai kaidah hukum dan tata bahasa yang berlaku.
15

 Jika merujuk pada 

KBBI, berimbang berasal dari akar kata imbang, yang berarti setimbang, 

sebanding, sama (berat, derajat, dan sebagainya). Sedangkan berimbang 

sendiri memiliki dua arti, yang pertama adalah sama berat (kuat, kuasa, 

banyak, dan sebagainya), arti yang kedua adalah berpadanan (dengan); 

berbanding (dengan).
16

 Menurut arti kata yang berlaku, kata “berimbang” 

dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan dua cara: pertama, membagi 

sisa harta warisan kepada ahli waris dengan sama rata; kedua, membagi 

harta tersebut kepada ahli waris berbanding dengan/ sesuai dengan bagian 

awal masing-masing. 

Dalam masalah membagi sisa harta warisan secara berimbang 

yang memiliki dua penafsiran, penulis merujuk pada jurnal yang ditulis 

oleh Agustina. Dalam jurnal tersebut, dia memberikan dua contoh 

pembagian sisa kewarisan yang berbeda. Jika pada perhitungan pertama 

                                                           
15

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), hlm. 185. 

16
 kbbi.web.id  
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terdapat janda, maka pembagian sisa harta warisan secara berimbang 

bermakna sama rata, sedangkan pada perhitungan kedua tidak ada ahli 

waris janda, maka pembagian secara berimbang bermakna sesuai bagian 

masing-masing dengan menjadikan jumlah saham sebagai patokan pokok 

masalah baru.
17

 Berangkat dari perbedaan penafsiran konsep radd dalam 

KHI pasal 193, baik dalam masalah hak suami dan istri atas radd dan 

makna “sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka”, penulis 

tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Studi Penafsiran Hakim atas 

Konsep Radd dalam KHI pasal 193”. 

Subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta, alasan penulis memilih hakim sebagai subjek penelitian 

adalah karena sebagai praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama memiliki 

posisi yang strategis sebagai penafsir KHI, juga merupakan salah satu 

yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan kasus kewarisan. 

Berdasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan 

atas UU No.7 Tahun 1989 pasal 49 menyebutkan “Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan 

Ekonomi Syariah”.
18

 

 

                                                           
17

 Agustina Kumala Dewi, Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh 

Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam jurnal Bilancia vol. 10, 

No. 2, Desember 2016, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, hlm. 195. 

18
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam indonesia dan 

Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cet. Kedua, (Yogyakarta: 

ACAdeMia+Tazzafa,2009), hlm.3.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dalam 

latar belakang, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah 

yang akan menjadi acuan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan 

pembahasan yang melebar, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas 

konsep dan implementasi kewarisan radd merujuk pada KHI pasal 

193? 

2. Bagaimana preferensi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 

menafsirkan KHI pasal 193? 

3. Bagaimana konsep keadilan menurut hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta dalam pendistribusian sisa harta warisan (radd)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut adalah tujuan 

dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep dan implementasi kewarisan radd 

berdasarkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas 

KHI pasal 193. 

2. Untuk mengetahui preferensi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

dalam menafsirkan KHI pasal 193. 

3. Untuk mengetahui konsep keadilan menurut para hakim dalam 

pendistribusian radd. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu kewarisan 

khususnya masalah konsep radd yang berlaku di Indonesia 

berdasarkan penafsiran hakim. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para peneliti 

selanjutnya dalam ilmu kewarisan khususnya konsep radd dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 193. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang menyangkut masalah kewarisan pada umumnya 

tergolong banyak, namun penelitian yang dikhususkan pada pembahasan 

radd terbilang cukup sedikit, apalagi yang menyangkut konsep radd dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Namun begitu, ada beberapa penelitian 

seblumnya yang sudah melakukan kajian terkait kewarisan radd 

khususnya konsep radd dalam KHI. Untuk memberikan penjelasan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berbeda dengan beberapa 

penelitian yang sebelumnya, maka akan penulis sertakan beberapa hasil 

penelitian tentang kewarisan rad yang sudah ada. 

Kelompok pertama yang merupakan penelitian atas putusan 

Pengadilan Agama terdapat satu penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh 

Aina Sufya fuaida dengan judul “Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian 

Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 

632/Pdt.G/2007/PA.Amb)”. Skripsi ini membahas putusan PA Ambarawa 

mengenai kewarisan yang di dalamnya terdapat proses perhitungan radd. 

Ahli waris terdiri dari istri dan 2 orang anak, yang setelah pembagiannya, 

terdapat sisa harta warisan sedangkan tidak ada ahli waris asabah. Maka 

majelis hakim kemudian mengembalikan sisa harta tersebut kepada 2 anak 

perempuan saja, dengan pertimbangan pendapat jumhur ulama.
19

 

                                                           
19

 Aina Sufya fuaida, Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris di 

Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb), (Salatiga: 

STAIN Salatiga, 2012), hlm. 77. 
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Kelompok kedua merupakan penelitian yang membandingkan 

konsep radd menurut fikih klasik dan KHI terdapat tiga penelitian. 

Pertama, tulisan Ahmad Saukani berupa skripsi di Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Konsep Radd dalam Perspektif 

Pembagian Kewarisan Islam: Studi Analisis Terhadap Pasal 193 

Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik”. Penelitian ini menjelaskan 

perbandingan konsep radd dalam fiqh klasik dengan konsep radd dalam 

KHI melalui pendekatan sosio-historis dalam perumusan KHI. peneliti 

berkesimpulan bahwa dalam KHI, tidak ada pembatasan pengembalian 

radd yang berarti suami dan istri juga mempunyai hak yang sama dalam 

menerima sisa harta kewarisan radd tersebut. Selain itu peneliti 

berkesimpulan ahwa sebaiknya sisa harta kewarisan diberikan kepada 

janda/duda dengan pertimbangan maslahat mursalat dikarenakan radd 

sendiri bukanlah suatu hukum yang qath‟i dan dapat berubah sesuai 

kebutuhan zaman dan tempat.
20

 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muayyat dengan judul “Konsep 

Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan 

Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif sesuai dengan apa yang tertulis dari buku rujukan. Peneliti 

kemudian menjelaskan perbedaan pendapat Ali al-Shabuni yang 

berpandapat bahwa dalam perhitungan kewarisan dan ada sisa dari harta, 

maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan istri. 

                                                           
20

 Ahmad Saukani , Radd dalam Perspektif Pembagian Kewarisan Islam: Studi 

Analisis Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik, (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 90. 
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Sedangkan dalam KHI, jika ada sisa harta perhitungan kewarisan maka 

akan dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa terkecuali.
21

 

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Iwan Setyo Utomo dalam 

Jurnal Arena Hukum vol. 10 dengan judul: “Kedudukan Kelebihan Harta 

Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”. 

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. penelitian ini 

menegaskan kembali bahwa meskipun terdapat perbedaan pada kalangan 

ahli fiqh tentang status harta sisa perhitungan kewarisan, namun KHI 

memberikan radd kebada janda/duda dengan rasionalisasi bahwa dalam 

keadaan apapun seorang janda/duda tidak akan mungkin mengalami 

mahjub kewarisan.
22

 

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Lia Murlisa dalam Jurnal 

Islam Futura yang berjudul: “Ahli Waris Penerima Radd Menurut 

Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial 

Kemasyarakatan”. Dalam tulisannya dia menjelaskan bahwa KHI secara 

konseptual tidak menyebutkan pengecualian atas suami dan istri untuk 

dapat menerima radd. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa dalam 

konteks sosial kemasyarakatan, hukum radd yang diterapkan di indonesia 

harus sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat karena 

didalamnya terdapat tanggungjawab yang harus diemban setelah 

                                                           
21

 Muayyat, Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-

Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010), 

hlm. 73. 

22
 Iwan Setyo Utomo, Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk 

Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam, dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2 

tahun 2017. 
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meninggalnya pewaris. Namun dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan 

sesuai konteks perkara tanpa mengesampingkan pendapat Jumhur ulama.
23

 

Kelompok ketiga merupakan penelitian yang membahas konsep 

radd dalam fikih klasik menurut pendapat para Imam Mazhab. Penelitian 

pertama dilakukan oleh Nurrohmah dengan judul Pandangan Imam Malik 

Terhadap Radd dalam Hukum Waris Islam. Penelitian ini menjelaskan 

konsep penolakan Imam Malik atas radd yang pendapatnya didasarkan 

pada pendapat Zaid ibn Sabit. Adapun jika terjadi radd, maka Imam Malik 

akan mebyerahkan sisa harta warisan tersebut kepada baitul mal untuk 

dikelola hartanya. Dalam penelitian ini dia menyatakan bahwa pendapat 

ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diaplikasikan karena 

sesuai dengan tuntunan syari‟at yaitu terciptanya kemaslahatan umat Islam 

dengan adanya pengelolaan sisa harta tersebut.
24

 

Penelitian kedua dilakukan oleh Ali Muhtashor dengan judul 

“Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly 

Tentang pembagian Harta Waris Radd”. Dalam penelitiannya Ali 

menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara kedua Imam 

tersebut, Imam al-Syirazy mendasarkan pendapatnya pada surat al-nisa 

176 dan mengatakan bahwa sisa harta warisan diberikan kepada baitul 

mal. Pendapat ini disandarkan pada Imam Syafii dengan menggunakan 

metode istinbat dalalah lafaz. Sedangkan Imam al-Maushuly 

menggunakan metode istinbat illat hukum ahli waris dan kerabat selain 

                                                           
23

 Lia Murlisa, Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam 

dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan, dalam jurnal Islam Futura vol. 14 No. 

2, Tahun 2015, hlm. 295. 

24
 Nurrohmah, Pandangan Imam Malik Terhadap Radd dalam Hukum Waris 

Islam, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2006), hlm. 74. 
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suami dan Istri. Pendapat ini disandarkan pada pendapat mazhab 

Hanafiyah. Ali berpendapat bahwa melihat situasi di indonesia, maka 

pendapat al-Maushuli yang paling relevan untuk diterapkan di indonesia 

dengan alasan dapat memberikan rasa keadilan kepada para ahli 

waris/kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris.
25

  

Penelitian ketiga merupakan tesis yang ditulis oleh Hafidz 

Taqiyuddin yang berjudul “Argumentasi Keadilan Dalam Konsep „Awl 

dan Radd”. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin hukum dalam 

pembagian mempertimbangkan kebersamaan dan pemerataan, semakin 

memberikan rasa keadilan. Tulisan ini mengungkap keadilan dalam 

pembagian warisan melalui „aul dan radd. Dalam masalha radd, terdapat 

empat prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberikan kesejahteraan kepada 

ahli waris; kedua, penekanan terhadap kebersamaan dan pemerataan; 

ketiga, perwujudan dari kehendak syari‟; keempat, bentuk penghargaan 

kepada pasangan hidup (suami dan istri) yang ditinggalkan. Penelitian ini 

menyatakan bahwa pendapat Usman ibn Affan lah yang lebih memiliki 

sisi keadilan dalam pembagian warisan jika terjadi radd.
26

  

 Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua 

tulisan yang objek kajiannya mendekati dengan objek yang akan diteliti 

oleh penulis. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Muzibur 

Rahman tentang Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami atau 

Istri: Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin 

Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum islam”. Penelitian ini mencapai 

                                                           
25

 Ali Muhtashor, Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-

Maushuly Tentang pembagian Harta Waris Radd, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 

2017), hlm. 85-89. 

26
 Hafidz Taqiyuddin yang berjudul “Argumentasi Keadilan Dalam Konsep 

„Awl dan Radd, tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 123. 
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kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki dua 

pendapat berbeda, hakim pertama berpendapat bahwa suami atau istri 

dapat menerima harta radd dengan alasan faktor sosiologis bahwa 

masyarakat di Banjarmasin  memiliki hubungan kekeluargaan  yang erat, 

sedangkan hakim yang lain berpendapat sebaliknya, suami atau istri tidak 

dapat menerima radd dengan alasan pendapat jumhur ulama bahwa sebab 

mendapatkan radd adalah adanya hubungan nasabiyah.
27

  

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Agustina Kumala Dewi 

dalam jurnal Bilancia vol. 10: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 

berjudul “Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh Mawaris 

(Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan antara konsep 

radd dalam fiqh klasik dan KHI. Penelitian ini menegaskan bahwa 

terdapat perbedaan pandangan ulama atas konsep radd dalam kewarisan, 

ulama yang menolak kewarisan radd seperti Zaid bin Tsabit, Imam Malik 

dan Imam Syafi‟i beranggapan bahwa sisa harta pembagian kewarisan 

harus diserahkan kepada Baitul Mal. Sedangkan beberapa Ulama 

pendukung radd seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ulama 

Zaidiyah berpendapat bahwa sisa harta kewarisan dapat dibagi kembali 

kepada para ahli waris golongan sepertalian darah. Sedangkan didalam 

KHI menganggap bahwa ahli waris dari golongan hubungan penikahan 

(suami/istri) dapat menerima sisa harta kewarisan dan penyelesaian 

perhitungannya seperti perhitungan „aul (dengan menaikkan pokok 

                                                           
27

 Muzibur Rahman, Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami atau 

Istri: Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 

193 Kompilasi Hukum islam, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), hlm. 73. 
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masalah, sedangkan radd dengan menurunkan pokok masalah) seperti 

tertulis dalam kitab-kitab kewarisan.
28

 

Sejauh pencarian peneliti, memang sudah banyak penelitian 

tentang kewarisan radd, khususnya yang membahas status janda atau duda 

sebagai ahli waris yang berhak menerima radd. Namun belum ada 

penelitian yang secara spesifik membahas penafsiran hakim atas konsep 

kewarisan radd menurut Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan mendasar 

atas penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini akan lebih menekankan pada penafsiran hakim atas 

konsep radd yang terdapat dalam KHI pasal 193 yang meliputi dua objek: 

penafsiran hakim atas konsep radd dan preferensi penafsiran. 

E. Kerangka Teori 

Karena hukum bersifat dinamis, dalam artian selalu berkembang 

dan tidak diam di tempat, maka hakim selaku penegak hukum hanya 

memandang adanya kodifikasi sebagai suatu pedoman agar adanya 

kepastian hukum terjamin, sedangkan dalam pemberian keputusan hakim 

diharuskan untuk mempertimbangkan dan mengingat ruh keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Dengan demikian terdapat keluwesan hukum 

rechtslenigheid sehingga hukum yang sudah terkodifikasi mempunyai 

jiwa yang hidup dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, 

dalam membuat keputusan, seorang hakim harus mengingat pula adat 

                                                           
28

 Agustina Kumala Dewi dalam jurnal Bilancia vol. 10: Jurnal Studi Ilmu 

Syariah dan Hukum berjudul “Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh 

Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” 
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kebiasaan, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan serta pendapat hakim 

sendiri. Oleh sebab itu, perlu diadakan penafsiran hukum.
29

 

Achmad Ali menjelaskan terdapat dua aliran mengenai apakah 

hakim selalu melakukan penemuan hukum atau tudak. Pertama, penganut 

doktrin sensclair yang berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim 

hanya dibutuhkan jika: a) peraturannya belum ada untuk suatu kasus in 

concreto; b) peraturannya sudah ada akan tetapi belum jelas. Kedua, 

penganut penemuan hukum selalu harus dilakukan yang berpandangan 

bahwa dalam setiap putusannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang 

bernuansa, bahsa memuat interpretasi yang beragam, maka ketika seorang 

hakim membaca sebuah teks hukum, sebenarnya tidak hanya sekedar 

membutuhkan kemampuan membaca sebagaimana orang lain membaca, 

akan tetapi dia juga harus mampu menafsirkan dengan tepat apa yang dia 

baca dan menghubungkannya dengan konteksnya.
30

 

Terdapat beberapa macam dan jenis metode yang dianut oleh 

para ahli hukum dalam interpretasi hukum, Achmad Ali menyebutkan ada 

9 jenis interpretasi hukum, yaitu: metode subsumptif, interpretasi 

gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sosiologis atau teleologis, 

interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, 

interpretasi ekstensif.
31

 Sedangkan C.S.T Kansil menyebutkan 9 macam 

                                                           
29

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, 

cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 71. 
30

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), hlm. 146-147. 

31
 Ibid., hlm. 183 
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interpretasi hukum serupa dengan 3 macam perbedaan, yaitu: interpretasi 

nasional, interpretasi analogis, dan interpretasi a contrario.
32

 

Metode subsumptif merupakan kondisi seorang hakim diharuskan 

untuk menerapkan suatu undang-undang terhadap kasus inconcreto, 

dengan belum menggunakan penalaran yang lebih rumit, akan tetapi 

sekedar menerapkan penalaran silogisme. Dengan kata lain, seorang 

hakim berusaha mencocokkan unsur-unsur undang-undang yang terdapat 

dalam pasal tertentu terhadap peristiwa kongkrit. Maksud dari peristiwa 

kongkrit adalah penjelasan serta pengertian unsur hukum yang didapat 

dari doktrin (ajaran pakar hukum) serta yurisprudensi (putusan 

terdahulu).
33

 

Sedangkan interpretasi gramatikal merupakan usaha penafsiran 

kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah hukum dan tata bahasa 

yang berlaku.
34

 Bahasa merupakan sarana terpenting dalam hukum, oleh 

karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang pada 

dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa/ linguistik. Sedangkan 

titik tolak bahasa yang digunakan untuk menafsirkan pasal dalam undang-

undang adalah bahasa sehari-hari.
35

 Corak penafsiran ini  mendasarkan 

pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpatokan 

pada arti kata-kata. Pada penafsiran ini, yang dijadikan  sebagai pedoman 
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 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, 

hlm. 74. 

33
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum,... hlm.184. 
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 Ibid., hlm. 185. 
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adalah arti perkataan kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan semata, 

yaitu arti dalam penggunaan kata dalam sehari-hari.
36

 

Kemudian interpretasi historis merupakan usaha untuk 

menafsirkan hukum secara historis, baik dari segi historisitas undang-

undang maupun historisitas hukum.
37

 Metode dalam interpretasi historis 

mempelajari dua hal yang meliputi sejarah hukum, konteks, 

perkembangan yang telah lalu dari suatu hukum, dan sejarah undang-

undang, konteks, penjelasan dari pembentukan undang-undang yang 

bersangkutan.
38

 

Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran undang-

undang sebagai bagian keseluruhan sebuah sistem perundang-undangan.
39

 

Sedangkan Kansil menjelaskan bahwa penafsiran sistematis merupakan 

sebuah bentuk penafsiran yang menilik dan memperhatikan susunan yang 

berhubungan dengan pasal-pasal lainnya dalam satu undang-undang 

maupun dengan undang-undang lainnya.
40

 

Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah usaha menetapkan 

tujuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
41

 Lebih lanjut, 

Kansil menjelaskan bahwa penafsiran teleologis merupakan bentuk 

penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu 
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dibentuk. Hal ini penting mengingat kebutuhan-kebutuhan berubah 

mengikuti zaman sedangkan bunyi undang-undang tetap sama.
42

 

Interpretasi komparatif adalah metode interpretasi dengan cara 

membandingkan beberapa sitem hukum. Metode interpretasi ini hanya 

digunakan pada bidang hukum perjanjian internasional. Kemudian 

interpretasi futuristis, yaitu menjelaskan undang-undang yang berlaku 

sekarang dengan berpedoman pada peraturan yang belum mempunyai 

kekuatan hukum, seperti rancangan undang-undang.
43

Interpretasi restriktif 

merupakan interpretasi yang bersifat membatasi. Interpretasi ini bersifat 

membatasi dari suatu istilah. Seperti contoh kata kerugian dalam undang-

undang mengecualikan kerugian yang tidak berwujud seperti cacat, sakit 

dan lain sebagainya.
44

  

Interpretasi ekstensif yang berarti upaya interpretasi yang 

membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.
45

 

Interpretasi ini merupakan suatu metode penafsiran yang memperluas arti 

kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa yang tidak disebut dalam 

peraturan tersebut dapat dimasukkan dalam kategorinya. Sebagai contoh 

“aliran listrik” merupakan penafsiran ekstentif dari pasal 362 KUHP 

tentang pencurian.
46

 

Selain 9 macam jenis interpretasi yang disebutkan diatas, C.S.T. 

Kansil menambahkan 3 macam penafsiran lainnya sebagai berikut: 

                                                           
42
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penafsiran nasional yang merupakan penafsiran dengan menilik sesuai 

atau tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku; penafsiran analogis 

yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan membuat 

ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. 

Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, 

kemudian dapat dianggap sesuai dengan peraturan tersebut, misal 

„menyambung‟ aliran listrik dianalogikan dengan „mengambil‟ aliran 

listrik; terakhir adalah penafsiran a contrario (menurut peringkaran), yaitu 

suatu cara menafsirkan pasal yang didasarkan pada perlawanan pengertian 

antara kasus yang ada dengan peraturan yang diatur dalam suatu pasal 

undang-undang.
47

 

Peraturan perundang-undangan yang rupanya jelas, berhubungan 

dengan hal-hal yang kongkrit, acapkali membutuhkan penafsiran. Pada 

nyatanya, penafsiran bukan semata-mata sesuatu hal penalaran logis, akan 

tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan, jadi seorang 

hakim harus memberi nilai. Penafsiran juga merupakan tambahan undang-

undang,karena peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan 

dengan berbagai metode, tidaklah komprehensif.
48

 

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas yang penting dalam 

kajian hukum waris Islam.
49

 Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam 
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 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, 

hlm. 74 

48
 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: 

PT. Pradnya Paramita, 2011), hlm. 389 

49
 Amir Syarifudin menjelaskan setidaknya terdapat lima prinsip dasar dalam 

diskursus hukum kewarisan Islam, yaitu: a) asas bilateral, b) asas keadilan berimbang c) 

asas individual d) asas ijbari dan e) asas semata akibat kematian. Lihat Amir Syarifudin, 

Hukum Kewarisan Isalam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17-28. 



22 
 

berarti terjadinya sebuah keseimbangan antara hak yang didapat oleh para 

ahli waris dengan kewajiban yang mereka emban dalam hidupnya setelah 

kematian pewaris. Prinsip keadilan memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para peneliti Hukum Islam dalam menyoroti sistem waris yang digunakan 

dalam Islam dan kemudian menyimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam 

merupakan sistem kewarisan yang tidak adil.
50

 

Ditinjau dari segi maknanya, Quraish Shihab memberikan 

beberapa makna mengenai kata adil, yaitu: a) adil berarti sama, kaitu 

adanya perlakuan sama atau tidak membeda-bedakan satu pihak dengan 

pihak yang lain. b) adil berarti seimbang, memiliki makna hampir sama 

dengan proporsional. Keseimbangan disini tidak mengharuskan adanya 

persamaan kada ukuran untuk setiap unit, melainkan seimbang 

berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. c) adil yang 

diartikan dengan “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak 

tersebut kepada pemiliknya” dalam artian menempatkan sesuatu pada 

tempatnya. d) adil yang dihubungkan kepada sang pencipta, yaitu 

pemeliharaan kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak ada 

pencegahan terhadap eksistensi tersebut.
51

 

Pengertian adil berarti sama menurut Quraish Shihab lebih 

diarahkan pada proses dan perlakuan hakim terhadap para pihak yang 

berperkara, bukan persamaan bagian yang didapatkan setiap individu atas 

objek yang diperkarakan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan kandungan 
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Q.S. al-Nisā‟ ayat 58 yang menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan 

kepada manusia untuk berlaku adil ketika mereka bertindak sebagai hakim 

dalam suatu permasalahan.
52

 Sedangkan adil bermakna seimbang, 

digunakan untuk merealisasikan keadilan ketika memberikan sesuatu 

kepada seseorang sesuai dengan kelayakan, kedudukan, dan fungsi 

masing-masing setiap individu.
53

 Jadi, substansi adil disini bukan suatu 

persamaan melainkan lebih kepada proporsionalitas masing-masing 

individu. Konsep keadilan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Infiţār 6-7,  kata 

adil dalam ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah menciptakan 

tubuh manusia secara seimbang.
54

 

Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis hasil 

wawancara kepada para hakim. Teori interpretasi digunakan untuk 

mengklasifikasikan pendapat para hakim mengenai pasal 193 KHI, 

kemudian teori keadilan digunakan untuk mengungkap sisi-sisi keadilan 

yang dikemukakan oleh para hakim ketika wawancara. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian 

lapangan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang 

bersumber dari wawancara hakim Pengadilan Agama sebagai 
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responden. Adapun objek penelitian ini adalah penafsiran hakim atas 

konssep radd yang terdapat pada pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu 

menggambarkan secara rinci atas penafsiran hakim terhadap konsep 

radd dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, kemudian menganalisis 

penafsiran tersebut serta menerapkannya dalam proses perhitungan 

waris yang terdapat radd. 

3. Pendekatan Penellitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

normative-yuridis dengan menggunakan teori interpretasi. Penggunaan 

teori interpretasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara hakim 

menafsirkan suatu teks hukum. 

4. Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penyusun mengunakan dua sumber data 

sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer berupa hasil wawancara peneliti terhadap 

para hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai responden 

penelitian. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan serta privasi para 

responden, maka nama-nama para responden dalam penelitian ini 

akan disamarkan atau dibuat sebuah inisial. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder diambil dari beberapa buku maupun 

penelitian berbentuk jurnal yang mempunyai korelasi dengan 

pembahasan konsep radd dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. 
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengkaji hasil wawancara yang akan 

dilakukan oleh peneliti terhadap hakim di lingkungan Pengadilan 

Agama. 

5. Analisis data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis 

datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik. 

Yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan tanpa 

menggunakan informasi berupa tabel, grafik dan angka. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penalitian ini, maka akan 

disusun dalam lima Bab dan sub-bab sebagai berikut: 

Bab peertama berisi penjelasan singkat mengenai inti dari 

penelitian ini serta memberi batasan-batasan agar pembahasan penelitian 

ini tidak terlalu meluas. Bab pertama terdiri dari 7 sub-bab yang akan 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, tunjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, serta sitematika pembahasan. 

Bab kedua berisi penjelasan umum tentang konsep dasar radd 

secara umum yang mencangkup beberapa sub-bab penjelasan. Bab dua 

terdiri dari 6 sub-bab sebagai berikut: pengertian radd, hubungan aul dan 

radd, wacana radd dalam fikih klasik, suami dan istri sebagai ahli waris 

penerima radd, konsep radd dalam perundang-undangan Negara muslim 

lainnya, konsep radd dalam KHI. Bab ketiga berisi hasil wawancara 

terhadap hakim di Pengadilan agama yogyakarta yang akan dirangkum 

dalam 2 sub-bab sebagai berikut: gambaran umum tentang pengadilan 
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agama Yogyakarta, penafsiran hakim atas konsep radd dalam KHI. Bab 

keempat berisi 2 sub-bab meliputi penemuan hukum, serta analisis 

preferensi interpretasi. Bab kelima terdiri dari dua sub-bab, yitu 

kesimpulan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bab terakhir ini, penulis mencoba untuk menarik sebuah 

benang merah dari penelitian ini. Radd secara umum merupakan sebuah 

proses pembagian harta warisan jika terdapat sisa setelah semua ahli waris 

mendapatkan bagiannya. Keadaan seperti ini terjadi disebabkan karena 

tidak ada ahli waris „asabah yang bertugas untuk mengambil sisa harta 

warisan. Dalam KHI, konsep radd tidak disebutkan secara jelas mengenai 

siapa saja yang berhak menerima sisa harta tersebut maupun siapa saja 

yang tiak berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi 

berkenaan dengan praktek serta implementasi radd yang berlaku di 

Pengadilan Agama dengan hakim sebagai responden. Untuk lebih 

jelasnya, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan sebagai 

jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. 

1. Hak suami atau istri atas radd 

Terhadap hak suami atau istri atas sisa harta warisan, 

responden penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

terdapat dua pendapat. Empat responden menyatakan bahwa baik suami 

maupun istri tetap mendapatkan hak atas sisa harta warisan. Pendapat 

ini muncul menurut analisa penulis berdasarkan beberapa penafsiran. 

Penafsiran pertama merupakan penafsiran historis yaitu melihat KHI 

merupakan sebuah manifestasi fiqh klasik yang didalamnya terdapat 

banyak perbedaan pendapat dari para ulama tentang masalah radd, 

pendapat ini merujuk pada pendapat Utsman yang memberikan suami 

atau istri hak atas radd. Penafsiran kedua adalah sebuah interpretasi 
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sosiologis/teleologis, penafsiran ini muncul ketika para responden 

menjelaskan mengenai jasa dari suami/ istri ketika masa hidup pewaris, 

menurut mereka, jasa pasangan menjadi pertimbangan lain untuk tidak 

menafikan hak mereka atas radd. Penafsiran ketiga yaitu penafsiran 

gramatikal, dengan jelas beberapa resopnden menyatakan bahwa KHI 

tidak menyebutkan pengecualian atas suami/ istri yang berarti mereka 

juga termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima radd. Penafsiran 

terakhir yang muncul pada pendapat ini adalah penafsiran analogis, 

seorang responden menganalogikan status harta suami maupun istri 

yang turut dikurangi ketika „aul maka mereka juga berhak mendapat 

tambahan ketika terjadi radd.  

Pendapat kedua hanya diwakili oleh satu responden yang 

menyatakan bahwa suami atau istri tidak berhak atas sisa harta warisan 

secara mutlak. Penafsiran yang muncul pada pendapat ini adalah 

penafsiran historis. Responden menyatakan bahwa tidak dapatnya 

suami atau istri atas harta radd merupakan ijtihad ulama dan sudah 

berbentuk ijma‟ yang mu‟tabar. Menurutnya, suami atau istri sudah 

mempunyai bagian masing-masing dan mereka tidak mendapat radd 

dikarenakan hubungan yang terjalin antara mereka dan pewaris adalah 

hubungan sababiyah. Penafsiran yang sama menghasilkan dua 

pendapat yang berbeda, hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa 

KHI yang merupakan manifestasi fiqh klasik juga memuat beberapa 

perbedaan. Sehingga, jika KHI tidak menyebutkan sebuah pasal secara 

eksplisit, maka para hakim dengan bebas dapat merujuk pada pendapat 

ulama yang terdapat pada fiqh. Mengingat juga bahwa KHI yang 

berdasarkan inpres Tahun 1991 bersifat fakultatif yang menjadikannya 

dapat dipakai atau tidak dipakai oleh hakim. 
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2. Makna berimbang dalam KHI pasal 193 

Pada dasarnya penulis ingin mengetahui makna berimbang 

yang terdapat pada Khi pasal 193 yang pada implementasinya akan 

menjawab bagaimana proses pembagian sisa harta warisan, apakah 

dibagi sesuai bagian masing-masing atau dapat dilakukan dengan 

membaginya secara sama rata. Semua responden sepakat bahwa makna 

berimbang dalam pasal tersebut adalah membagi sisa harta warisan 

sesuai dengan bagian masing-masing. Namun ada beberapa 

pengecualian seperti yang diungkapkan oleh Nashrudin Salim, dia 

menyatakan bahwa dalam membagi radd bisa sebagai sarana hakim 

untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap ahli waris yang 

lebih membutuhkan sesuai kondisi sosial maupun ekonomi. Dengan 

begitu, penafsiran yang muncul pada jawaban responden adalah 

penafsiran gramatikal, selain itu, penafsiran sosiologis/teleologis 

kembali muncul dengan pernyataan Nashrudin tersebut. 

3. Proses perhitungan waris jika terdapat radd 

Terdapat dua model pembagian radd secara umum, pertama 

memasukkan suami/istri sebagai ahli waris yang berhak mendapat sisa 

harta warisan, dan kedua mengecualikan keduanya. Pada model 

pertama, terdapat dua cara membagi sisa harta tersebut, yaitu dengan 

menurunkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang atau 

menjadikan total saham ahli waris sebagai pokok masalah baru. 

Sedangkan cara lainnya adalah dengan membagi sisa harta warisan 

kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. 

Meskipun terdapat dua cara penghitungan, namun pada dasarnya hasil 

dari dua perhitungan itu adalah sama. Pada perhitungan model kedua, 

tidak menjadikan suami atau istri sebagai ahli waris yang berhak 
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menerima radd, melainkan dengan membagikan sisa bagian dari suami/ 

istri sebagai bagian warisan untuk ahli waris yang lain. 

4. Nilai keadilan dalam penafsiran hakim Pengadilan Agama atas KHI 

pasal 193 

Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa seluruh 

penafsiran hakim memiliki nilai keadilannya masing-masing. terdapat 4 

macam pemaknaan kata adil sebagaimana yang telah disebutkan 

Quraish Shihab, yaitu: a) adil berarti sama, kaitu adanya perlakuan 

sama atau tidak membeda-bedakan satu pihak dengan pihak yang lain. 

b) adil berarti seimbang, memiliki makna hampir sama dengan 

proporsional. Keseimbangan disini tidak mengharuskan adanya 

persamaan kadar ukuran untuk setiap unit, melainkan seimbang 

berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. c) adil yang 

diartikan dengan “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak 

tersebut kepada pemiliknya” dalam artian menempatkan sesuatu pada 

tempatnya. d) adil yang dihubungkan kepada sang pencipta, yaitu 

pemeliharaan kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak ada 

pencegahan terhadap eksistensi tersebut. Meski pada dasarnya setiap 

pendapat responden berdasarkan keadilan bagi mereka, namun penulis 

melihat bahwa tidak diberikannya radd kepada pasangan (suami/istri) 

lebih mewakili konsep keadilan. Hal ini dikarenakan, pasangan 

berkesempatan untuk mendapat separuh bagian dari keseluruhan harta 

sebagai harta gono-gini. Maka, pemberian radd kepada ahli waris lain 

dapat menimbulkan suatu manfaat bagi mereka.  

Dalam menyampaikan pendapat ketika wawancara, para 

responden seringkali merujuk pada fiqh klasik, atau ---paling tidak--- 

mengatakan “di dalam fiqh kan begitu”. Penulis berpendapat bahwa hal ini 
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menunjukkan sebua indikasi kuat atas dominasi fiqh klasik sebagai 

preferensi hakim ketika mengambil atau memutuskan sebuah perkara. Ada 

beberapa penyebab kuatnya dominasi fiqh klasik dalam tradisi Pengadilan 

Agama sebagai rujukan: pertama, sesuai dengan histrorisitasnya, para 

hakim Pengadilan Agama menjadikan fiqh klasik sebagai rujukan, 

sebelum terbitnya KHI; kedua, status KHI hanya berupa inpres yang 

menyebabkan para hakim memandang bahwa statusnya sama dengan fiqh 

klasik sebagai sumber hukum materil; ketiga, konsep radd yang masih 

kabur dalam KHI, tidak jelas mengenai batasan atas konsep tersebut 

sehingga hakim akan kembali lagi kepada pendpaat para ulama ketika 

menghadapi masalah radd.    

B. Saran-saran 

Penelitian ini hanya berfokus pada satu pasal dalam KHI tentu 

akan memiliki banyak kekurangan dalam mengungkap kekurangan atau 

bahkan kekosongan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penulis 

berharap penelitian serupa dilanjutkan pada penelitian-penelitian 

berikutnya untuk menguak secara keseluruhan bagaimana implementasi 

hukum Islam/ fiqh mazhab Indonesia yang berlaku di Pengadilan Agama 

khususnya. Penelitian atas penerapan hukum Islam di Indonesia 

merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena KHI sendiri sampai detik 

ini masih merupakan pedoman hakim, bukan berdiri sendiri seperti 

undang-undang lainnya. Diharapkan juga beberapa penelitian terkait 

hukum keluarga Islam mendapatkan respon positif dari para legislator agar 

proses formulasi hukum Islam di Indonesia semakin berkembang. 

Perlu diadakan kajian mendalam mengenai konsep hukum 

penggunaan istilah-istilah hukum dalam KHI agar tidak terjadi miss-

interpretation ataupun multi-interpretation dalam penerapan hukum Islam 
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di Indonesia. Penulis menyarankan kepada semua pihak yang berkaitan 

dengan legislasi hukum utnuk lebih memperhatikan penggunaan kalimat 

atau kata yang akan digunakan. Selain itu, penulis memberikan saran 

kepada para hakim di Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam 

hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam, agar semua hakim 

memiliki kompetensi dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. 
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LAMPIRAN 

  



II 
 

Lampiran 1 

Terjemahan al-Qur’an dan Hadis 

Hlm. Al-Qur’an / 

Hadis 

Terjemahan 

1 Ibn Mājah, dār 

Quţnī, al-Hākim, 

dan al-Baiḥaqi. 

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah 

berkata; hai Abu Hurairah pelajarilah oleh 

kalian ilmu faraid dan ilmu-ilmunya, maka 

sesungguhnya dia adalah setengahnya ilmu dan 

dia dilupakan dan dia adalah hal pertama yang 

akan dicabut dari umatku 

23 Bukhari dan 

Muslim 

Berikanlah para ahli waris bagiannya masing-

masing, adapun sisanya untuk para ahli waris 

laki-laki 

24 Al-Ahzab: 25 Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir 

itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, 

mereka tidak memperoleh kebaikan apapun 

29 Riwayat Abdur 

Razaq 

Abdur Razaq mengabari kami dari al-ṡauri dari 

Muhammad ibn Salim dari al-Sya’bi dan 

dikatakan bahwa Manṣur berkata: Ali r.a telah 

memberikan radd kepada para ahli waris 

sesuai bagian masing-masing kecuali suami 

dan istri, dan Abdullah tidak memberikan radd 

kepada saudari seibu dan ibu tidak juga cucu 

perempuan dan anak perempuan kandung tidak 

juga saudari seayah dan seibu tidak juga nenek 

tidak juga perempuan tidak juga suami. 

31 abu Daud, 

tirmidzi, dan ibn 

Majah 

Sesungguhnya Allah telalh memberikan setiap 

orang haknya masing-masing, maka seorang 

ahli waris tidak boleh mendapat lebih banyak 

dari haknya 
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Lampiran 2. 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara 

Nama  : ...... 

NIP  : .... 

Institus i : .... 

Jabatan : ..... 

 

KHI pasal 193: 

“apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris 

Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil 

dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, 

maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, 

yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya 

dibagi berimbang di antara mereka.” 

1. Konsep radd di Indonesia 

a. Bagaimana penafsiran bapak/ibu hakim atas konsep radd yang tertera 

pada KHI pasal 193? 

b. Apakah bapak/ibu hakim pernah menangani kasus waris yang 

didalamnya terdapat radd? 

2. Suami dan istri sebagai penerima radd 

a. Bagaimana komentar hakim terhadap hak suami dan istri dalam kasus 

radd pada KHI pasal 193? 

b. Apakah bapak/ibu hakim setuju untuk memberikan suami atau istri hak 

mendapatkan radd? 



IV 
 

 

3. Penafsiran pasal 193 KHI 

a. Bagaimana penafsiran hakim atas pasal 193 KHI khusus pada kalimat 

“sedang sisanya dibagi secara berimbang”? Bagaimana makna 

berimbang menurut pendapat Hakim? 

b. Bagaimana komentar Hakim atas penafsiran kata berimbang dalam 

pasal 193 KHI yang berarti membagi sisa harta warisan secara sama 

rata? Apa alasannya?  

c. Apakah menurut Hakim penggunaan bahasa pasal 193 KHI masih 

relevan atau tidak? Jika tidak, apakah pasal tersebut harus segera 

dirubah? 

4. Implementasi pasal 193 dalam perhitungan radd 

a. Bagaimana Hakim menyelesaikan kasus kewarisan radd jika seseorang 

meninggal dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: istri, ibu, dan 

dua saudari seibu? 

b. Bagaimana Hakim membagi sisa harta warisan tersebut? 

Ahli Waris Bagian  

Istri  ¼  

Ibu 1/6  

2 saudari seibu 1/3  
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Lampiran 4. 
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Yogyakarta, 4 Februari 2019 

 

 

 

 

                                                                                  Mu’tashim Billah 
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